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MOTTO

“Manusia terbagi dalam bangsa, negara dan segala perbatasan. Tanah airku
adalah alam semesta. Aku adalah warganegara dunia kemanusiaan.”1

1 Khalil Gibran, 1908, Filsafat Kehidupan Sebuah Filosofi Kehidupan Manusia,Penerbit:
Bentang, hlm. 48.
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RINGKASAN

Negara Pancasila merupakan Negara Kebangsaan yang religius yang harus

melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama dalam kerangka

untuk mengedepankan hukumm yang adil dan bijaksana serta menjunjung nilai-

nilai Hak Asasi Manusia. Pancasila merupakan modus vivendi (kesepakatan luhur)

bangsa Indonesia yang sulit atau (mungkin) tidak bisa digantikan. 2 Ia sangat

cocok dengan realitas bangsa yang Indonesia yang prular dan Ia menjadi tempat

bertemunya kompromi berbagai kepentingan yang semula saling bertentangan.3

Sistem hukum Pancasila menjadi rambu-rambu dan melahirkan kaidah

penuntun dalam politik hukum Nasional. Rambu yang paling umum adalah

larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Tak ada hukum yang boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan

keagamaan yang beradab, tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai-

nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia, tidak boleh ada hukum yang akan

mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologis dan teritori bangsa

Indonesia, tidak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan

tidak boleh ada hukum yang melangggar nilai-nilai keadilan sosial.4

Setiap negara selalu memiliki sejumlah penduduk yang karena telah

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu berkedudukan sebagai warga negara.

Rakyat yang menetap disuatu wilayah tertentu, dalam hubungannya dengan

negara disebut warga negara. 5 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Kewarganegaraan, “Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Warga negara merupakan salah satu

unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara.

2Mahfud MD, 2000. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Cet. I,
Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5 – 6.
3Ibid, hlm. 6.
4Bernard L Tanya, Judicial Review dan Arahan Politik Hukum Sebuah Perspektif, (Makalah Untuk
Seminar Tentang Judicial Review dan Arahan Politik Hukum, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Semarang, 17 April 2006), hlm. 20.
5 Ibid, hlm. 291.
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Sebagai pendukung tertib hukum negara, warga negara memiliki hak-hak

dan kewajiban terhadap negaranya. Menurut Jimly Assiddiqie, “Warga negara

secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-

hak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga

negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib

dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta

dipenuhi (fulfilled) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai

kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga

wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau ditunaikan

(complied) oleh setiap warga negara”.6

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ihwal

kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang

Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan

Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan

Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia. Selanjutnya ihwal

kewarganegaraan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

(Penjelasan Umum UU RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).

Setelah masa reformasi yang seharusnya telah meletakkan kembali hak

asasi manusia di bagian tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI,

kemudian dalam perkembangannya setelah adanya UU No.12 tahun 2006.

Setelahnya harusnya diterapkan prinsip-prinsip hukum umum (universal) dalam

hukum kewarganegaraan yang ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal

6 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,
hlm 132-133.
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Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan: “semua orang berhak

mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus

kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah

kewarganegaraannya”. Dalam Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi setiap

individu, dimanapun di dunia, dengan hak untuk mempunyai hubungan hukum

dengan suatu negara. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum

kepada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh :

1. jaminan dan perlindungan hukumnya dari negara; dan

2. hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur

dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam

hukum internasional.

Status kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaannya dalam

negara. Oleh sebab itu, negara wajib melindunginya. Perlindungan yang dimaksud

disini berdimensi HAM dan Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia.

Selain itu, dalam dimensi Hukum Publik, status kewarganegaraan seseorang akan

menimbulkan konsekuensi bahwa setiap orang yang disebut sebagai Warga

Negara dimana mereka harus tunduk dan patuh pada hukum-hukum negara

sebagai manifestasi kehendak bersama dalam ikatan kontrak sosial yang

merupakan prasyarat normatif terbentuknya Negara. Status kewarganegaraan

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2006, disini dinyatakan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki

dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu

dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Karena berbagai permasalahan yang mendera bangsa ini pada masa lampau

maupun sampai saat ini maka sepatutnya kita sebagai anak bangsa yang harus

sadar akan pentingnya hak berbangsa bagi tiap-tiap manusia untuk dapat

memberikan sedikit sumbangsi melalui penulisan kara tulis ilmiah berikut ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang suci dan sangat penting bagi

kehidupan masyarakat, karena perkawinan tidak hanya menyangkut hubungan

antara pribadi calon suami atau isteri, melainkan menyangkut hubungan antara

keluarga dan masyarakat. Manusia dalam pergaulan hidup masyarakat sangat

membutuhkan atau adanya ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya.

Hal ini disebabkan, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas

dari hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan golongan

masyarakat maupun golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lainnya.

Dengan kehidupan yang saling bergantungan ini, maka kebutuhan jasmani dan

kebutuhan rohani manusia akan terpenuhi.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki

manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia

merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun

dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini

dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama,

warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat

bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena,

karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya, dimana

Secara garis besar hak-hak asasi manusia tercantum dalam pasal 27 sampai 34

dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak dalam bidang politik (pasal 27 (1) dan 28),

b. Hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 (2), 33, 34),

c. Hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32),

d. Hak dalam bidang hankam (pasal 27 (3) dan 30).

Dan berdasarkan amandemen UUD 1945, hak asasi manusia tercantum dalam Bab

X A Pasal 28 A sampai dengan 28 J.
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Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan

manusia untuk memperoleh keturunan. Keturunan merupakan penerus keluarga.

Dengan adanya perkawinan ini maka akan mengikat hubungan antara pribadi

suami isteri untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam

budaya Asia, perkawinan akan mengikat hubungan antara keluarga kedua belah

pihak.

Di zaman globalisasi ini, kebutuhan hidup masyarakat sangat meningkat.

Kebutuhan yang meningkat ini membawa suatu negara terbuka atau melakukan

hubungan internasional dengan negara lain. Adanya hubungan internasional ini

telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah

perkawinan. Yang lebih dikenal dengan perkawinan campuran.

Perkawinan campuran (beda kewarganegaraan) telah merambah seluruh

pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Menurut survei yang dilakukan

oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda

kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet,

kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman

sekolah atau kuliah, dan sahabat pena.7 Perkawinan campur juga terjadi pada

tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak

terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan

hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir negara dengan baik dalam

perundang-undangan di Indonesia.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan

kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi

telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara

ekspatriat kaya dan orang Indonesia, jalur perkenalan yang membawa pasangan

berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet,

kemudian bekas teman kerja atau bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman

7 Suwarningsih, Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang-Undang Tentang

Kewarganegaraan. http/www.baliprov.go.id/uiu768yv8yu/kawin-campur/uu-kewarganegaraan/ri/

20 Februari 2008, diakses pada tanggal 29 Maret 2011.
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sekolah atau kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada

tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Dengan banyak

terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan

hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam

perundang-undangan di indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran

didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

pasal 57 : ”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang

ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum

yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam

perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing,

mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring

berjalannya waktu Undang-Undang ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir

kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan

untuk istri dan anak.

Pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan

yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum

ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih

saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan

dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam

mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran

adalah masalah kewarganegaraan anak. Unadng-Undang kewarganegaraan yang

lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari

perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam

Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah

kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di

kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat

pengasuhan anaknya yang warga negara asing.
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Perubahan undang-undang mengenai kewarganegaraan (Undang-Undang

Nomor 62 Tahun 1958 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) ini

membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang

melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan

ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat

berkoordinasi ke Indonesia.

Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini membuat banyaknya

WNI memiliki dwi-kewarganegaraan. Dan tidak tertutup kemungkinan akan

banyak terjadi kejahatan dan melarikan diri ke negara pasangannya. Selain itu,

proses keimigrasian akan mengalami hambatan-hambatan yang akan

menyebabkan ketidakefektifan pihak imigrasi untuk melakukan tugasnya.

Undang-undang kewarganegaraan yang baru ini, sangat ketat mengatur

masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang.

Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan

sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini

ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA. Mereka memilih karena negara

pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya.

Berkaitan dengan status hukum daan kedudukan hukum anak dari hasil

perkawinan campuran, mengingat diberlakukannya Undag-Undag Nomor 12

Tahun 2006 menimbulkan konsekuensi-konsekunesi yang berbeda dengan

pundang-undang yang terdahulu, di mana seorang anak sudah terlanjur dilahirkan

dari suatu perkawinan campuran.8

Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

kewarganegaraan oleh DPR Republik Indonesia, juga banyak membawa dampak

positif bagi para WNI yang telah menikah dengan WNA. Dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 ini, mengenal adanya dwi-kewarganegaraan terbatas bagi

anak yang lahir dari perkawinan campuran. Sedangkan, Undang-Undang Nomor

62 Tahun 1958 hanya mengenal kewarganegaraan tunggal dan kewarganegaraan

8 Ibid, http://www.baliprov.go.id/uiu768yv8yu/kawin-campur/uu-kewarganegaraan/ri/698v. 20
Februari 2008, diakses pada tanggal 29 November 2011.
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anak hanya boleh mengikuti kewarganegaraan ayah-nya. Hal ini, mengakibatkan

pihak ibu tidak dapat memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian.

Anak-anak yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua

harus ditaruh di bawah perwalian menurut sistem Burgerlijk Wetboek.9 Setelah

pihak orang tua bercerai pun harus diadakan persediaan mengenai perwalian dari

anak-anak mereka yang masih di bawah umur.10

Pengaturan status dan kedudukan hukum anak dari hasil perkawinan

campuran (beda kewarganegaraan) dalam undang-undang kewarganegaraan yang

baru memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan

ibunya. Karena memberikan dwi-kewarganegaraan terbatas bagi anak dari hasil

perkawinan campuran (beda kewarganegaraan).

Berdasarkan uraian mengenai anak hasil perkawinan campuran yang

belum terpenuhi sesuai dengan amanat Konstitusi dan masih munculnya peluang

munculnya permasalahan terkait hal tersebut tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan

judul: “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN

CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN

2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum kewarganegaraan hasil perkawinan campuran di

tinjau dari perspektif hak asasi manusia di Indonesia?

2. Apakah instrumen hukum nasional sudah menjamin status

kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Indonesia?

9 Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keluarga perkawinan campuran,
http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=4
6. Diakses pada tanggal 29 November 2011.
10Ibid,http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&a
rtid=46. Diakses pada tanggal 29 November 2013
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1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian skripsi ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai status hukum anak hasil

perkawinan campuran di Indonesia di tinjau dari perspektif hak asasi

manusia.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah

untuk lebih memperhatikan status hukum dan hak anak hasil perkawinan

campuran di Indonesia dengan pemberian jaminan di mata hukum dan

juga dalam pelaksanaannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan yang

telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dilaksanakan penelitian skripsi ini

adalah:

1. Memberikan sumbangan berupa penulisan karya ilmiah bagi civitas

akademika Universitas Jember pada umumnya dan civitas akademika

Fakultas Hukum pada umumnya.

2. Memperdalam pemahaman penulis maupun mahasiswa Fakultas Hukum atas

hukum kewarganegaraan terutama pemahaman mengenai permasalahan-

permasalahan terkait dengan kewarganegaraan di Indonesia dan juga

pemahamannya terkait dengan hak-hak asasi seorang dalam memperoleh

kewarganegaraannya terutama mengenani status hukum anak hasil

perkawinan campuran jika di tinjau dari perspektif hak asasi manusia.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang

bersifat agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur

yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran

objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
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Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan,

mengembangkan, dan menguji kebenaran sebab inilah ilmiah suatu penelitian

skripsi tidak lepas dari metodologi penelitian. Setiap penulisan skripsi harus

mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggung jawabkan, maka

diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai

dengan prosedur yang benar. Metode penelitian, pendekatan masalah, sumber

bahan hukum, dan analisis bahan hukum.11 Sejalan dengan uraian diatas, maka

sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode

penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu

hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.12 Tipe penelitian yang digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu penelitian yang

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam

hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan

hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta

literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan

permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang

digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan

pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case

approach), dan pendekatan asas-asas hukum (legal prinsiple approach).

11 Herowati Poesoko, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2008, hlm. 24-25.
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 35.
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Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu

hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti

perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya pasal undang-undang

tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-

undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di

belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi di balik lahirnya

undang-undang tersebut, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada

tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang dihadapi.13

Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu

memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk

yang merupakan beschikking yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat

administrasi yang bersifat konkret dan individual, misalnya Keputusan Presiden,

Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, keputusan suatu badan tertentu, dan lain-

lain tidak dapat digunakan dalam pendekatan dalam perundang-undangan.

Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan

telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

memberikan dampak pada kehidupan politik dan ketatanegaraan. Kasus ini dapat

berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Dalam pendekatan

kasus (case approach) ini berbeda dengan studi kasus (case study). Di dalam

pendekatan kasus (case approach) beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi

suatu isu hukum. Studi kasus (case study) merupakan suatu studi terhadap kasus

tertentu dari berbagai aspek hukum.14

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (legal principle approach)

adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan

asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini legal

principle approach yang digunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip,

dan/atau asas-asas hukum, ilmu politik hukum, dan hukum hak asasi manusia.

13 Ibid, hlm. 93-94.
14 Ibid, hlm. 94.
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1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi dapat dibedakan

menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan

preskripsi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Di samping sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat

menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Dalam penelitian

skripsi, peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan non hukum.

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim.15 Bahan hukum primer yang digunakan

oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

4. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang  Kewarganegaraan.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa,

Dan Tanda Kehormatan.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.80-

HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan

Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia

yang Berkewarganegaraan Ganda.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

15 Ibid, hlm. 141.
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buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar

atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam

penulisan skripsi ini ialah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum,  dan komentar-

komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang

dibahas.

1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah

berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya

yang diperoleh dari kamus dan makalah.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif

normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang

permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analisa

yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah

yang dibahas.

Dalam melakukan peneltian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:16

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

releven untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang

dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

hukum;

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

16 Ibid, hlm. 171.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Kawin

Perkawinan, diatur KUHPerdata/BW dalam titel IV buku 1 dari Pasal 26

dan seterusnya, serta dalam Undang-Undang No.1/1974 beserta peraturan

pelaksanaannya. Undnag-Undang No.1/1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 1

memuat pengertian tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang

pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan ketentuan-ketentuan yang tedapat dalam KUHPerdata/BW

tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu

sendiri. oleh karena itulah, maka untuk memahami arti perkawinan kita melihat

pada ilmu pengetahuan atau pendapat para sarjana. Ali Afandi, mengatakan

bahwa, “ perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan”. Persetujuan

kekeluargaan yang dimaksud disitu bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi

mempunyai cirri-ciri tertentu. Sedangkan menurut Scholten, yang dikutip Prawiro

Hamidjojo dan Safioedin, “Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang

pria dan seoreang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh

negara”.17

Dalam Pasal 26 KUHPerdata/BW memandang soal perkawinan hanya

dalam hubungan-hubungan perdata. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya

mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang

memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHPerdata/BW, sedang syarat-

syarat atau ketentuan agama tidaklah diperhatikan atau dikesampingkan.18

17 Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, Sendi-Sendi Hukum Perdata International Suatu

Orientasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 121.
18 Ibid, hlm. 124.
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Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan adalah “ ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri”. Lebih lanjut beliau

mengatakan ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan

hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak

dapat dilihat. namun harus tetap ada, sebab tanpa ikatan batin ikatan lahir akan

rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan

keluarga bahagia dan kekal.19

Dari uraian diatas diketahui bahwa rumusan dalam Pasal 1 Undang-

Undnag No.1 tahun 1974 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan

dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945.

2.1.2 Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa

Perkwainan Campuran adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dan

seorang wanita yang memiliki perbedaan suku, agama, kebudayaan, dan atau

kewarganegaraan. Sehingga Perkawinan Campuran menurut KUHPerdata bersifat

meluas dan bukan karena perbedaan agama saja.20

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa

perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria

dengan seorang wanita yang berbeda status kewarganegaraannya. Sehingga

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka perkawinan diantara orang yang

berbeda agama tidak diperbolehkan.

Menurut KUHPerdata, perkawinan diantara dua orang yang bebeda

agama, suku dan budaya masih diperbolehkan. Namun, seiring dengan

berkembangnya zaman, maka Negara mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut pasal 8 UU No. 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa perkawinan

dilarang diantara dua orang:

19 Ibid, hlm. 126.
20 Ibid, hlm. 132.
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1. Berhubungan darah dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke
bawah,

2. Berhubungan dalam garis keturunan yang menyamping

3. Berhubungan semenda,

4. Berhubungan satu susuan atau saudara susuan,

5. Berhubungan saudara dengan istri, bibi,

6. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau dengan peraturan lain

dilarang untuk dilakukannya perkawinan.

Dapat dilihat menurut pasal 8 ayat f UU No. 1 tahun 1974 di atas bahwa

perkawinan diantara dua orang yang berbeda agama atau adanya peraturan lain

dilarang untuk dilakukannya perkawinan tidak diperbolehkan.

2.1.3 Syarat - syarat Perkawinan dan Perkawinan Campuran menurut

Undang Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam  Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, yaitu :

a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

”Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai”.

Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi

perkawinan paksa.  Hal ini disebabkan karena perkawinan merupakan

urusan pribadi seseorang dan merupakan bagian dari hak asasi

manusia.

b. Adanya ijin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang
belum berusia 21 tahun.

Walaupun perkawinan dipandang sebagai urusan pribadi, namun

masyarakat Indonesia memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar

terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya. Oleh karena itu,

perkawinan juga dianggap sebagai urusan keluarga, terutama jika

yang akan melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum
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berusia 21 tahun. Oleh karena itu, sebelum melangsungkan

perkawinan harus ada ijin/restu dari kedua orang tua.

c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon

mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

”Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan

anak-anak yang masih di bawah umur. Oleh karena itu,  perkawinan

gantung  yang dikenal dalam masyarakat adat tidak diperkenankan

lagi.

Ketentuan pembatasan  umur juga dimaksudkan agar calon suami

isteri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jira

raganya.

d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam

hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Pada dasarnya, larangan untuk melangsungkan perkawinan  karena

hubungan darah/keluarga dekat terdapat juga dalam sistem hukum

yang lain, seperti hukum agama Islam atau peraturan lainnya

(termasuk hukum adat).

e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain

Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

”Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 4 undang-undang ini”.

Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
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1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suami.

2) Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan.

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, poligami hanya

diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan agamnya mengijinkan

seorang suami beristri lebih dari seorang

Penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka
4c menyatakan :

”Undang-Undang ini menganut asas monogami.  Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari
yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih
dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan
lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak
yang bersangkutan,  hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan”.

Hukum disini maksudnya adalah hukum perkawinan positif dari orang

yang hendak melakukan poligami.

Sedangkan agama harus ditafsirkan  dengan agama dan kepercayaan

dari calon suami yang akan melakukan poligami.  Penafsiran ini untuk

mencegah kekosongan hukum bagi mereka yang hingga saat ini belum

memeluk suatu agama  tetapi masih menganut suatu kepercayaan.

Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih

menganut asas monogami.

f. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan

bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka

tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya.
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Hal ini diatur dalam Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

Penjelasan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan

menyebutkan bahwa :

”Perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat
membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang
mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar
dipertimbangkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali
sehingga suami dan istri benar-benar saling menghargai”.

Menurut Islam, suami istri yang telah bercerai dua kali masih

diperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya. Tetapi jika mereka telah

bercerai untuk ketiga kalinya maka mereka tidak boleh kawin lagi

kecuali bekas istri yang telah bercerai tiga kali tersebut kawin dengan

lelaki lain kemudian bercerai maka dia boleh kawin dengan bekas

suaminya yang pernah bercerai tiga kali tersebut.

g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang

janda.

Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

”Wanita yang telah putus perkawinannya tidak boleh begitu saja
kawin dengan lelaki lain, akan tetapi harus menunggu  sampai waktu
tunggu itu habis”.

Menurut Pasal 39  PP No. 9 Tahun 1975, waktu tunggu diatur sebagai
berikut :

1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11

ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut:

a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu
ditetapkan 130 hari.

b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi
yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan
sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan
ditetapkan 90 hari.
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2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena

perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum

pernah terjadi hubungan kelamin.

3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu

tunggu  dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum yang tetap sedangkan bagi perkawinan yang putus

karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian

suami

Rasio dari peraturan ini adalah untuk menentukan dengan pasti siapa

ayah dari anak yang lahir selama tenggang waktu tunggu tersebut.

Sedangkan jika perkawinan campuran dilakukan di Indonesia akan

berlaku menurut Undang - Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yakni Pasal 59 ayat 2 dan Mengenai syarat-syarat perkawinan harus

memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak

diatur dalam Pasal 60 ayat 1. Pejabat yang berwenang memberikan

keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum

masing-masing pihak ialah pegawai pencatat menurut hukum masing-masing

pihak diatur dalam Pasal 60 ayat 2. Apabila pegawai pencatat menolak

memberikan surat keterang itu, yang berkepentingan itu mengajukan

permohonan kepada Pengadilan, dan pengadilan memberikan keputusannya.

Jika keputusan pengadilan itu menyatakan bahwa penolakkan itu tidak

beralasan, maka keputusan Pengadilan itu menjadi pengganti surat keterangan

tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat 3. Setelah surat keterangan Pengadilan

atau keputusan Pengadilan diperoleh, maka perkawinan segera

dilangsungkan. Pelangsungan perkawinan dilangsungkan menurut hukum

masing-masing agama. Bagi yang beragama islam, menurut hukum islam

yaitu dengan upacara akad nikah, sedangkan bagi agama yang bukan islam

dilakukan menurut hukum agamanya itu. Dengan kata lain supaya dapat

dilakukan akad nikah menurut agama islam, kedua mempelai harus beragama

islam. Supaya dapat dilakukan upacara perkawinan menurut catatan sipil,
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kedua pihak yang kawin itu harus tunduk ketentuan upacara catatan sipil.

Pelangsungan perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat.

Ada kemungkinan setelah mereka memperoleh surat keterangan atau

putusan Pengadilan, perkawinan tidak segera mereka lakukan. Apabila

perkawinan mereka tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah

keterangan atau putusan itu diberikan, maka surat keterangan atau putusan

pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5).

Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti, bahwa

syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak

masing-masing telah dipenuhi diatur dalam pasal 60 ayat 1 UU No. 1 tahun

1974 tentang Perkawinan. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut

dalam ayat (1) telah dipenuhi sehingga tidak ada rintangan untuk

melangsungkan perkawinan campuran, maka menurut hukum yang berlaku

bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat

keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi terdapat dalam pasal 60 ayat 2.

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang

sebgaimana yang tercantum dalam pasal 61 ayat 1. Pegawai pencatat yang

berwenang bagi yang beragama islam ialah Pegawai Pencatat Nikah atau

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk. Sedangkan yang bukan

beragama islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil, Apabila perkawinan

campuran dilangsungkan tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai

pencatat surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan maka yang

melangsungkan perkawinan campuran itu dihukum dengan hukuman kurungan

selama-lamanya satu bulan yang tertuang dalam Pasal 61 ayat 2 UU No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pegawai pencatat yang mencatat

perkawinan, sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan

pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-

lamanya tiga bulan dan dihukum jabatan dijelaskan kedalam Pasal 61 ayat

3.
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Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus

memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi

yang bergama Islam ialah Pegawai Pencatat Nikah; Talak dan Rujuk,

sedangkan bagi yang bukan beragama Islam ialah Kantor Catatan Sipil atau

instansi/pejabat yang membantunya.

Pemberitahuan akan melangsungkan perkawinan harus dilakukan

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan, dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua

atau walinya dan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat

kediaman calon mempelai dan nama istri/suami terdahulu bila salah seorang

atau keduanya pernah kawin.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan akan melangsungkan

perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan harus

melakukan penelitian, apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi

semua dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-

Undang. Selain itu juga pegawai pencatat perkawinan juga meneliti tentang

hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975, yaitu :

1. Kutipan akta kelahiran atau akta kenal lahir calon mempelai. Dalam
hal ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat
dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul
calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan
itu.

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan
tempat tinggal orang tua talon mempelai.

3. Ijin tertulis/ijin pegadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974
apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Ijin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal talon mempelai adalah
seorang suami yang masih mempunyai istri.

5. Dispensasi pengadilan/pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal

perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua
kalinya atau lebih.

7. Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
HANKAM/PANGAB/POLRI, apabila salah seorang calon mempelai
atau keduanya anggota TNI/Polr.

8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai
pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak
dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga
mewakili kepada orang lain.

Dalam melaksanakan penelitian tersebut pegawai pencatat harus

bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima bagitu yang dikemukakan oleh

pihak yang akap melangsungkan perkawinan. Setelah melakukan penelitian

dengan sebaik-baiknya, maka pegawai pencatat menulis daftar yang disediakan

untuk itu.

Apabila pernyataan dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan

sebagaimana dimaksud Undang-Undang dan atau belum dipenuhinya semua

persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus

segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau

kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan,

ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah

dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan pengumuman tentang

pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan. Pengumuman tentang

pemberitahuan hendak nikah dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan

apabila telah cukup meneliti apa syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi

dan apakah tidak terdapat halangan khusus. Pengumuman dilakukan dengan

suatu formulir khusus untuk itu, ditempelkan pada suatu tempat yang sudah

ditentukan dan mudah dibaca oleh umum dan ditandatangani oleh pegawai

pencatat. Pengumuman memuat data diri pribadi caion mempelai dan orang

tua calon mempelai serta hari, tanggal, jam dan tempat akan

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

dilangsungkannva perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak

pengumuman kehendak perkawinan dilakukan. Tata cara perkawinan

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

yang dilaksanakan di hadapan Pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang

saksi.

Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak

melangsungkan perkawinan dan berakhir sesaat sesudah dilangsungkan

perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

itu, yaitu pada saat akta perkawinan. Selesai ditandatangani oleh kedua

mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan

(dan wali nikah yang beragama Islam). Dengan penandatanganan akta

perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

2.2 Status Kewarganegaraan

2.2.1 Pengertian Warga Negara Indonesia

Warga negara sesuai dengan definisi yang tertera di peraturan perundang-

undangan yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut khusus mengenai Warga Negara

Indonesia (WNI) dijelaskan di dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945 yang kemudian

direpetisi di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Bahwa yang

menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa

lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Dalam pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2006 maka ada beberapa hal

yang menjadi unsur penyusun definisi warga negara, yaitu:

1. Warga suatu negara;

2. Ditetapkan, dan

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.21

21 Ibid, hlm. 133.
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Bahan-bahan untuk menyusun rumusan “warga negara” adalah warga,

ditambah dengan penetapan dengan resep berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Sehingga untuk memahami definisi warga negara itu sendiri, kita harus

memahami definisi dari bahan penyusun warga negara yaitu warga. Juga cara

merubah warga menjadi warga negara melalui penetapan sesuai dengan cara-cara

yang ada di peraturan peraturan perundang-undangan. Warga dalam konteks ini

bisa kita sebut sebagai orang atau manusia. Sehingga jika warga negara kita

artikan secara harfiah, artinya menjadi anggota negara.

Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai arti

dalam hal penetapan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

tentunya yang dimaksud di sini adalah UUD 1945, Undang-Undnag Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta jika diatur lebih lanjut di dalam

peraturan yang lebih teknis.

Definisi warga negara adalah anggota atau individu atau orang atau

manusia yang ditetapkan (konkret, individual, final) sehingga menimbulkan akibat

hukum bagi dirinya (perubahan status kewarganegaraan) sesuai dengan aturan

yang tertera di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan turunannya,

Sedangkan lebih khusus jika kita berbicara mengenai Warga Negara Indonesia,

maka sesuai dengan definisi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kembali mari kita bedah

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Unsur-unsur yang terdapat di

dalam Pasal 2 ini adalah:

1. Orang-orang bangsa indonesia asli atau orang-orang bangsa lain;

2. Disahkan;

3. Dengan Undang-Undang;

4. Sebagai warga negara.22

22 Ibid, hlm. 140.
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2.2.2 Pengertian Warga Negara Asing

Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009

Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, Warga Negara Asing yang

selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan

undang-undang sebagai warga negara asing.

2.3 Dasar Hukum

2.3.1 Dasar Hukum Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

1. Pasal 4 Poin d : “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia”

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari prinsip “anak sah

mengikuti kewarganegaraan ayah”. Ketentuan ini dapat menyebabkan

anak yang bersangkutan memiliki dwi-kewarganegaraan. Dwi

kewarganegaraan terjadi apabila Negara ayah menjalankan asasius

sanguinis seperti Indonesia. Anak yang bersangkutan akan sekaligus

memiliki kewarganegaraan ayah dan warga Negara Indonesia mengikuti

kewarganegaraan ibu (WNI).

2. Pasal 4 Poin h : “Anak yang lahir dluar perkawinan yang sah dari seorang

ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara

Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak

tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin”

Apabila Negara dari ibu dari anak tersebut menghendaki anak

tersebut sebagai warga negaranya dan Indonesia juga mengakui anak

tersebut sebagai warga negaranya karena hubungan dengan ayahnya maka

anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda.

3. Pasal 4 Poin l : “anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari

seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari

Negara tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan

kepada anak yang bersangkutan.”

4. Pasal 5 ayat (1) : “ Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar

perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui
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secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui

sebagai warga Negara Indonesia”

Ayat ini mengatur pengakuan anak tidak sah oleh ayah biologis

warga Negara asing, menurut ketentuan ini, anak tersebut tetap

berkewarganegaraan Indonesia (mengikuti ibu). Apakah anak tersebut

akan memiliki kewarganegaraan ganda. Hal ini tergantung pada hukum

Negara ayah yang mengakui. Kalau hukum Negara ayah yang mengakui

menentukan anak yang diakui adalah warga Negara, maka anak tersebut

akan memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau tidak, anak tersebut tetap

hanya warga Negara Indonesia (mengikuti ibu).

5. Pasal 5 ayat (2) : “Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5

tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara

Indonesia.”

6. Ketentuan ayat (2) secara normatif serupa dengan ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal diatas kewarganegaraan ganda dapat saja

terjadi, tetapi hal itu dibatasi hanya sampai pada umur 18 tahun atau sudah

kawin. Hal ini ditegaskan didalam pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2006 yang

menyatakan :

7. Ayat (1) : “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia

terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf

h, huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah

berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan

memilih salah satu kewarganegaraannya”

8. Ayat (2) : “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada

pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan”

9. Ayat (3) : “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga)

tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”.
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2.3.2 Dasar Hukum Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang

dilakukan oleh dua orang yang berbeda warga negara di Indonesia dan salah satu

pihaknya berwarganegaraan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan beserta dengan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

2.4 Hak Asasi Manusia

2.4.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.4.2 Konsep Hak Asasi Manusia di Sistem Hukum Indonesia

Dengan akal budi dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk

memutuskan sendiri perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu, untuk

mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk

bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi

Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam

kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia

hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat.

Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh

maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang

khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan

munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


26

bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya Negara, apabila memang

pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan.23

Hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia

itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul

dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi

Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan

tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat

dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah

Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan

moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret

demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.24

Salah satu agenda penting di Indonesia setelah reformasi adalah

amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian

dilakukan melalui empat tahap. Perubahan-perubahan itu terlihat didalam hal

mengenai warga Negara dan hak asasi manusia. Atas dasar itulah perlu adanya

perombakan didalam undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang pada

akhirnya menghasilkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang

kewarganegaraan Republik Indonesia. Terdapat banyak perbedaan dengan

peraturan tentang kewarganegaraan Indonesia sebelumnya. Hal ini terkait dengan

semakin lengkapnya perlindungan hak asasi manusia didalam UUD 1945 yang

oleh karenanya dalam politik hukum kewarganegaraan perlu adanya penyesuaian

antara undang-undang kewarganegaraan dengan UUD 1945 yang baru.

Perbedaan-perbedaan itu dapat terlihat pada prinsip-prinsip yang digunakan.

Dalam politik hukum kewarganegaraan saat ini melakukan perubahan yang

revolusioner yang berusaha menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Oleh

karena ini terjadi perubahan terhadap sistem kekerabatan yang sebelumnya

bersifat patrilineal menjadi ke parental sehingga dengan ini dimungkinkannya

terjadinya kewarganegaraan ganda.25

23 Rhona K . MM. Smith dkk, 2010. Hukum Hak Asasi Manusia, , Yogyakarta; PUSHAM-UII,
hlm. 26.
24 Ibid, hlm. 27.
25 Ibid, hlm. 35.
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Kewarganegaraan ganda yang semula tidak diperkenankan dalam politik

hukum kewarganegaraan Indonesia karena menganut asas kewarganegaraan

tunggal mulai diperlunak dengan diberlakukannya asas kewarganegaraan ganda

terbatas yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak.
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BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di
Indonesia

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai

subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa

anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada

kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.26

Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan

kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap

bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan

atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain.

Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah

mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah

pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum

yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap

karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan

perbuatan hukum.

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa

ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua

yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama,

anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU

26 Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata; Suatu
Pengantar, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hlm.21.
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Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik

untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan

tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Dalam teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak

dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang

tuanya sebagai persoalan pendahuluan,27 apakah perkawinan orang tuanya sah

sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan

tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya

memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal. 28

Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan

negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius

sanguinis). 29 Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah

sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara

sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan

kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak

maritalnya. 30 Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak

dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia,

Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.

Dalam sistem hukum Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dikarenakan untuk

memberikan perlindungan hukum bagi perempuan Warga Negara Indonesia yang

menikah dengan pria Warga Negara Asing agar ia tidak otomatis kehilangan

haknya sebagai Warga Negara Indonesia melainkan ia diberi hak opsi untuk

mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia

atau mengikuti kewarganegaraan suaminya yang Warga Negara Asing, dan untuk

memberikan jaminan kepastian hukum berupa status kewarganegaraan Republik

27 Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7,
Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hlm.86.
28 Ibid, hlm. 3.
29 Ibid, hlm. 80.
30 Ibid, hlm. 81.
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Indonesia bagi anak hasil perkawinan campur dari seorang ibu Warga Negara

Indonesia dan seorang ayah Warga Negara Asing sampai usia 18 tahun atau sudah

kawin dan setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu status

kewarganegaraannya.

Dari segi sosial, latar belakang pengaturan status kewarganegaraan

ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 adalah perlakuan diskriminasi terhadap anak hasil

perkawinan campur yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia dan

seorang ayah Warga Negara Asing, anak yang lahir di luar perkawinan campur

yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah

Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan anak dari ibu Warga

Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan seorang ayah

Warga Negara Asing, yaitu tidak adanya jaminan kepastian hukum sebagai Warga

Negara Indonesia. Status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil

perkawinan campur diatur dalam: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,

Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 59 dan Pasal 60, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan,

dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang

Berkewarganegaraan Ganda.

Potensi permasalahan yang akan timbul dari pengaturan status

kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah bila dikaji dari segi hukum perdata

internasional, kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur

memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang

didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada

ketentuan negara nasionalnya. Apabila seorang anak tersebut tunduk pada dua

yurisdiksi hukum yang berbeda, maka persoalan yang timbul adalah pengaturan

status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana.
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Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini juga masih menuai

kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan

status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari KPC Melati

(organisasi para istri warga negara asing). selama ini, anak hasil perkawinan

campur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Melati

menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur

hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal seharusnya aturan

tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak. Tetapi kalau kita telaah lebih dalam,

kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam

menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu

seseorang mencapai taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum,

dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan

status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan

membingungkan bila hukum nasionalnya ada dua, apalagi bila hukum yang satu

bertentangan dengan hukum yang lain.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun

2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas

kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan

asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini

akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap

negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik

dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas

kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang- Undang No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak

berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai

kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga

berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas

kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam

Undang-Undang ini sebagai berikut:
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1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan

negara tempat kelahiran.

2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang

diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu

kewarganegaraan bagi setiap orang.

4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan

ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan

ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu

pengecualian. 31 Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya

kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan

hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan

anak menjadi hilang.

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI

dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita

WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak

tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau

sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih

tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18

tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang

positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah,

apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di

31 Gautama, op.cit., hlm. 11.
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kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada

dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan

Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi,

yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda,

yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB

tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga

negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang

terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan

hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang

asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum

nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal

mereka.32 Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain

perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan

kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang

dibawah umur.33

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda

juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal

yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk

pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu

dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana

bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu

pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana.

Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum pada

ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia,

terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang

belum berusia 18 tahun hendak menikah maka harus memuhi kedua syarat

tersebut. Syarat materil harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat

32 Gautama, op.cit., hlm. 13.
33 Gautama, op.cit., hlm. 66.
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formil mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak

tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas),

berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU

No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi

kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang

harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli

hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini.

Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru

maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini

belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.

3.2 Problematika anak hasil perkawinan campuran di Indonesia

3.2.1 Anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dalam Prespektif Hak

Asasi Manusia

Pengesahan Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006

merupakan momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kelahiran

undang-undang ini memiliki nilai historis karena produk hukum yang digantikan,

yakni Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan peninggalan rezim orde

lama yang dilestarikan orde baru. Konfigurasi politik era orde lama dan orde baru

relative otoritarian, cenderung melahirkan produk hukum konservatif. Sedangkan

di era reformasi, karakter politik cenderung demokratis melahirkan aturan-aturan

legal yang responsif. Perubahan konfigurasi politik inilah yang mengantarkan

undang-undang kewarganegaraan dari yang berwatak konservatif menjadi

responsif.

Perwujudan otoritarianisme negara dalam Undang-Undang

kewarganegaraan yang lama tercermin pada aturan legal yang bersifat

diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga

negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-

anak. Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraa Tahun 1958 dalam Pasal 8

Ayat (1), diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka
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akan kehilangan kewarganegaraan-nya. Begitupun anak yang dilahirkan dari

perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti

kewarganegaraan ayahnya. Sedangkan perwujudan demokratisasi negara dalam

Undangundang Kewarganegaraan yang baru tercermin dari produk hukumnya

yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga

negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006 dalam Pasal 2

disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang

menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilah yang menihilkan

pemojokan terhadap etnik tertentu. Undang-undang ini menyiratkan penolakan

konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan

gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam

pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi

dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi

tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi

WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi

WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin

tinggal suaminya di Indonesia.

Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya

asas campuran Ius Sanguinis - Ius Solli dan mengakui kewarganegaraan ganda

pada anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal

di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun,

diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut

ditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah

satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya stateless.

Mencermati isi materi undang-undang kewarganegaraan yang baru

tampaknya lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah masyarakat yang telah in

touch dengan pergaulan internasional. Undang-undang ini tampaknya secara

filosofis ingin mengatakan bahwa akulturasi budaya melalui media

kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di sini, hukum
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sebagai social engineering atau perekaya sosial berfungsi. Hanya saja penetrasi

tata nilai yang ada didalamnya, sebagai akibat percampuran perkawinan,

misalnya, berada di luar konteks undang-undang tersebut. Negara, yang telah

berhasil menghasilkan undang-undang progresif ini, harus juga memberikan

pemahaman yang komprehensif kepada sekelompok masyarakat yang ketat

menjaga nilai-nilai adat dan agama, yang menolak tradisi kawin campur karena

kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangat dibanggakan ini

menjadi lebih acceptable.

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan

lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi

telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara

ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut hasil survey online yang dilakukan

Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19% adalah

perempuan warga WNI yang menikah dengan pria WNA. Angka terbesar adalah

perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat

berlibur, bekas teman sekolah dan sahabat pena. Perkawinan campur terjadi pada

tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak, Kantor

Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002

sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah perempuan WNI yang menikah

dengan pria WNA (829 pernikahan). Angka tersebut belum termasuk pernikahan

di KUA yang tidak didaftarkan di KCS dan di seluruh Indonesia.

Untuk memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda

mengeluarkan peraturan tentang perkawinan campuran yakni Regeling op de

Gemengde Huwelijken (Stb. No. 158 Tahun 1898). Menurut Pasal 1 GHR,

perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia

tunduk pad hukun yang berlainan. Pasal 1 memberikan penekanan pada

verschillend rech onderwopen, yaitu yang takluk pada hukum berlainan. Seperti

disebutkan di atas, warisan stelsel hukum kolonial mengakibatkan pluralisme

hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain suku bangsa, golongan, penganut-

penganut agama, berlaku hukum yang berlainan terutama di lapangan hukum

perdata.
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Adapun yang menjadi pertimbangan pluralisme tersebut bukan karena

diskriminatif tetapi justru untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum dari semua

golongan yang bersangkutan, terutama yang, menyangkut hokum perkawinan.

Karena faktor perbedaan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, tidak

mungkin mengadakan hukum yang seragam. Pasal 2 GHR menyebutkan dengan

tegas mengenai status seorang perempuan dalam perkawinan campuran, yaitu

selama pernikahan belum putus, seorang istri tunduk kepada hukum yang berlaku

bagi suaminya baik di lapangan hukum publik maupun hukum sipil. Pasal 10

GHR mengatur tentang perkawinan campuran di luar negeri, di antaranya

mengatur perkawinan campuran antar bangsa/antar negara, antara lain yang

memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Sementara itu, Undang-Undang

Perkawinan No.1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda dengan

definisi di atas.

Adapun pengertian perkawinan campuran yang diatur dalam Pasal 57

Undang-undang Perkawinan adalah :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalum Undang-
undang ini untuk perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara

seorang warganegara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga

padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda

hukum dan antara sesama bukan warga negara RI.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 maka

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GHR dimaksud telah diatur dalam

Undang-undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena Pasal 57

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menekankan perbedaan

kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan

GHR masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu

adalah orang sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan
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No.1 Tahun 1974. Pembuatan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dilatarbelakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh

Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB

guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga

mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 dengan

dibentuk dan diberlakukannya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan

perlindungan anak.

Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan sebagainya, belum ada

undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. UU

Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari

Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak

sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi

pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks

keluarga, masyarakat maupun negara. Undang-undang Perlindungan Anak dibuat

berdasarkan empat prinsip KHA: nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak,

hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak anak untuk berpartisipasi.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak sesempurna mungkin

perlu kita memahami hambatan pelaksanaan perlindungan anak agar dapat diatasi

seefektif mungkin. Beberapa hambatan penting ingin dikemukakan disini yang

relatif sifatnya dan berkaitan dengan situasi dan kondisi tertentu anatara lain;

Dalam kenyataan kita dihadapkan pada perbedaan pandangan dan

keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang

individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal lain berkaitan erat

dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang

bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah

pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan

yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara.

Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut

berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak. Keberhasilan dalam upaya

perlindungan anak sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk
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membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri

sendiri/kelompok/lembaga sehingga menjawab salah satu dari prinsip Hak Anak

yaitu Kepentingan Terbaik Baik Bagi Anak menjadi hal yang utama untuk

menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan

pemenuhan Hak Anak. Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang

minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai

macam bidang pelayanan.

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan

perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan

perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum

berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya

Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia

berjalan efektif. Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya

dipertanggungjawabkan serta bermanfaat ingin dikemukakan beberapa saran yang

kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan

kondisi yang ada pada saat ini dan

dikemudian hari sebagi berikut34:

1. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang

pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang

memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan

mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat

nasional dan regional.

2. Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan

perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian

hukum.

3. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya

secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota

masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan

34 Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan
dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 17 April
2006
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perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

4. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat

memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melakasanakan

kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.

Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifest pertama

haknya sebagai manusia, yang mencakup:

1. Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran;

2. Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk agama,

berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur

organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi yang

dibentuk oleh mereka sendiri.

3. Perlindungan atas kehidupan pribadi.

4. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur

hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa

dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh

pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan Yudikatif, kepentingan yang terbaik

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam hal menjamin dan

menghormati hak anak negara dan pemerintah tidak dibenarkan melakukan

diskriminasi/membedakan suku, agama, ras, golongan dll, sebagaimana diatur

dalam Pasal 2 mengingat Penyelenggaraan Perlindungan Anak harus berasaskan

Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak Perlindungan

Anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan

masyarakat, antara lain dalam bidang hukum, baik Perdata maupun Pidana, yang

dalam tulisan ini dibatasi dalam bidang Pidana.

Mengingat bahwa pertanggung jawaban anak dalam hukum pidana

(toerekenvatbaarheid) atas pelanggaranpelanggaran hukum yang dilakukannya

adalah belum sempurna seperti orang dewasa, maka perlu adanya ketentuan

tentang batas usia minimum bagi anak untuk dapat mempertanggung jawabkan
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perbuatannya. Sebagai perbandingan yaitu dalam KUHP (lama) belum

menentukan batas usia minimum tersebut, karena pasal 45 KUHP hanya

menentukan sebelum batas umur (16 tahun) untuk dapat dijatuhi tindakan ataupun

pidana, yang lain jenisnya atau lebih ringan dari pidana yang dapat dijatuhkan

kepada orang dewasa.

Dengan demikian menurut ketentuan tersebut, dapat dikatakan formil

yuridis anak berumur 0 tahun, satu tahun hingga misalnya sampai 6-7 tahun dapat

dituntut pidana, sedangkan dilihat baik dari segi biologis maupun psychologis

anak-anak seumur itu tidak dapat diharapkan mengerti akan sifat baik buruknya

suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Kebanyakan negara

mempunyai batas umur minimum dan batas maksimum seorang anak untuk dapat

diajukan ke sidang anak, dengan pengertian batas umur minimum hanya berlaku

bagi delinquent child (anak nakal), sedangkan bagi neglected (Independent Child /

Anak Terlantar) tidak ada batas usia minimum.

Sebagai perbandingan dengan negara-negara tersebut. Dengan

diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2006, maka UU Nomor 62 Tahun 1958

tidak berlaku lagi. Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang

kewarganegaraan Indonesia menyebutkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat

dan melaksanakan amanat UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-

undang ini memperhatikan azas-azas kewarganegaraan umum atau universal,

yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Ius Sanguinis (Law of the blood)

adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,

bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran. Asas Ius Soli (Law of the Soil) secara

terbatas adalah yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara

tempat kelahiran.

Diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang ini. Juga dijabarkan tentang asas kewarganegaraan tunggal

yang artinya asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan

kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur
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dalam undang-undang ini. Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal

kewarganegaraan ganda (bipatride) atau pun tanpa kewarganegaraan (Apatride).

Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-

Undang ini merupakan suatu pengecualian. Dengan pemberlakuan UU Nomor 12

Tahun 2006, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu Filosofis, Yuridis

maupun Sosiologis. Secara filosofis UU Nomor 62 Tahun 1958 masih

mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila.

Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM

dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan

hukum kepada perempuan dan anak-anak. Secara Yuridis, landasan

Konstitusional pembentukannya berdasarkan UUDS Tahun 1950 yang sudah tidak

berlaku lagi. Yang paling utama adalah secara sosiologis, dimana UU Nomor 62

Tahun 1958 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat

Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan

kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan

gender.

Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

memiliki latar belakang spesifik. Di mana warganegara merupakan unsur hakiki

suatu negara. Artinya status kewarganegaraan seseorang menimbulkan hak dan

kewajiban antara orang itu dengan negaranya. Abdul Wahid Masru juga

memaparkan UU yang selama ini berlaku adalah UU No 62 Tahun 1958 jo. UU

No 3 Tahun 1976 baik secara filosofis, yuridis dan Sosiologis sudah tidak sesuai

dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan yang baru.

Secara umum terdapat beberapa asas kewarganegaraan yaitu: Ius

Sanguinis, Ius Soli, Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda.

Selain itu terdapat beberapa asas khusus yaitu : Asas kepentingan Nasional, asas

perlindungan maksimum, asas Persamaan dihadapan hukum dan Pemerintahan,

asas Kebenaran Substantif, asas Non-diskriminatif, asas Pengakuan dan

Penghormatan HAM, asas Keterbukaan dan asas Publisitas.
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3.2.2 Politik hukum Pemerintah anak hasil perkawinan campuran di

Indonesia

Setelah reformasi terjadi perombakan Undang-Undang Dasar 1945 melalui

amandemen. Didalam amandemen perubahan-perubahan terhadap perlindungan

hak asasi manusia terlihat sangat sifnifikan sehingga berdampak juga pada

perombakan undang-undang tentang kewarganegaraan. Reformasi peraturan

perundang-undangan kewarganegaraan bertujuan memberikan perlindungan

terhadap warga Negara dengan memposisikan secara tepat didalam kerangka

perlindungan HAM tanpa menganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Maka seperti yang kita lihat sekarang ini, kita telah mereformasi peraturan

perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan di

dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan

Republik Indonesia.

Perubahan-perubahan terhadap isi undang-undang kewarganegaraan itu

seperti :35

1. Penghilangan Diskriminasi

Lahirnya UU No.12 Tahun 2006 dilatarbelakangi pertama-tama

karena adanya perubahan UUD 1945 yang member tempat yang luas bagi

perlindungan HAM yang juga berakibat terjadinya perubahan atas pasal-

pasal mengenai hal-hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-

haknya.

2. Perubahan Konsep Indonesia Asli

Pada masa lalu terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu

warga Negara dengan adanya pembedaan antara warga Negara asli dan

orang asing (tidak asli) berdasarkan ikatan primordial (rasa tau etnis). Pada

saat ini berdasar UU No.12 Tahun 2006 dianut konsep “Indonesia Asli”

yang berbeda dengan konsep yang lama. Konsep “Indonesia Asli”

sebagaimana dituangkan di dalam penjelasannya adalah “orang Indonesia

yang menjadi warga Negara sejak kelahirannya dan tidak pernah

35Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Rajawali Press, Jakarta.2009. hlm.
233-240.
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menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.” Jadi

pembedaan “Indonesia Asli” dan “Indonesia tidak asli” sekarang ini

dasarnya bukan perbedaan ras,melainkan status kewarganegaraan yang

diperoleh saat lahir.

3. Kekerabatan yang Parental

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 juga menolak diskriminasi

berdasar gender sehingga system kekerabatan yang dianut bukan

kekerabatan patrilineal (garis ayah) atau matrilineal (garis ibu) semata-

mata melainkan menganut hubungan kekerabatan yang parental ( ayah dan

ibu dianggap sama). Atas dasar kekerabatan ini maka kewarganegaraan

anak tidak hanya dari ayah melainkan juga dapat didapat dari ibu. Hal

inilah yang dapat menyebabkan kewarganegaraan ganda. Untuk menjamin

perlindungan terhadap anak tersebut, seorang anak masih ditoleransi untuk

mempunyai kewarganegaraan ganda secara terbatas dalam arti dibatasi

sampai berusia 18 tahun atau sudah kawin.

4. Siapapun Boleh Menjadi Warga Negara

Pada saat ini politik hukum kewarganegaraan kita sudah sangat

longgar dan member pintu lebar bagi siapapun yang berhak ingin menjadi

warga Negara sesuai dengan tuntutan perlindungan HAM sebagai hati

nurani global. Dengan demikian, siapapun boleh dan dipermudah untuk

menjadi warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang juga memudahkan dan member jaminan hukum agar

pemerintah tidak mempersulit.

5. Kewarganegaraan Otomatis

Dengan kewarganegaraan otomatis berarti seseorang dapat menjadi

warga Negara dengan sendirinya secara otomatis. Apabila dalam

penerapan pewarganegaraan secara otomatis itu menimbulkan

kewarganegaraan ganda maka ada toleransi sampai seseorang berusia 18

tahun. Hal ini terkait dengan prinsip bahwa pada dasarnya Indonesia

menganut asas kewarganegaraan tunggal, tetapi agar ada perlindungan

HAM dan kebebasan maka bisa saja orang memiliki dua
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kewarganegaraan,tetapi setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin harus

memilih salah satunya.

Politik Hukum yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak

memilih kewarganegaraan secara bebas sampai yang bersangkutan mempunyai

kemampuan atau dewasa untuk menentukan pilihannya sesuai dengan

keinginannya sendiri.

Apabila dikaji dari pasal-pasal didalam UU Nomor 12 Tahun 2006

kewarganegaraan ganda terjadi karena perkawinan campuran dan kelahiran diluar

wilayah Republik Indonesia dengan orangtua warga Negara Indonesia. Hal ini

terlihat didalam pasal 4 poin c,d,h,l dan pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2006.

Pasal 4 Poin c : “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah warga Negara Indonesia dengan Ibu warga Negara asing”. Menurut

prof.Bagir Manan, kewarganegaraan ayah merupakan dasar utama menentukan

kewarganegaraan seorang anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah

akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.36

Pasal 4 Poin d : “Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang

ayah warga Negara asing dan ibu warga Negara Indonesia”. Ketentuan ini

merupakan penyimpangan dari prinsip “anak sah mengikuti kewarganegaraan

ayah”. Ketentuan ini dapat menyebabkan anak yang bersangkutan memiliki

dwikewarganegaraan. Dwi kewarganegaraan terjadi apabila Negara ayah

menjalankan asasius sanguinis seperti Indonesia. Anak yang bersangkutan akan

sekaligus memiliki kewarganegaraan ayah dan warga Negara Indonesia mengikuti

kewarganegaraan ibu (WNI).37

Pasal 4 poin h : “Anak yang lahir dluar perkawinan yang sah dari seorang

ibu warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga Negara Indonesia

sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18

tahun atau belum kawin”. Apabila Negara dari ibu dari anak tersebut

menghendaki anak tersebut sebagai warga negaranya dan Indonesia juga

36 Bagir Manan, Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU Nomor 12 tahun 2006, FH UII
Press, Yogyakarta. 2009. hlm. 70.
37 Ibid. hlm. 71.
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mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena hubungan dengan

ayahnya maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda.

Pasal 4 poin l : “anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara RI dari

seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara

tempat anak tersebut dilahirkan, memberikan kewarganegaraan kepada anak yang

bersangkutan.”

Disini berlaku dua asas :

a. Asas ius sanguinis. Meskipun lahir diluar wilayah Negara RI, tetapi karena

ibu dan bapaknya warga Negara Indonesia anak tersebut adalah warga

Negara Indonesia.

b. Asas Ius Soli. Karena Negara tempat kelahiran menjalankan asas ius soli,

anak tersebut adalah warga Negara tempat kelahiran. Ketentuan dari huruf

l ini menyebabkan anak memiliki kewarganegaraan ganda.38

Pasal 5 ayat (1) : “ Anak warga Negara Indonesia yang lahir di luar

perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin diakui secara sah

oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga Negara

Indonesia”. Ayat ini mengatur pengakuan anak tidak sah oleh ayah biologis warga

Negara asing, menurut ketentuan ini, anak tersebut tetap berkewarganegaraan

Indonesia (mengikuti ibu). Apakah anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan

ganda. Hal ini tergantung pada hukum Negara ayah yang mengakui. Kalau hukum

Negara ayah yang mengakui menentukan anak yang diakui adalah warga Negara,

maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan ganda. Kalau tidak, anak

tersebut tetap hanya warga Negara Indonesia (mengikuti ibu).39

Pasal 5 ayat (2) : “Anak warga Negara Indonesia yang belum berusia 5

tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan

penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga Negara Indonesia. Ketentuan

ayat (2) secara normative serupa dengan ayat (1).

Berdasarkan pasal-pasal diatas kewarganegaraan ganda dapat saja terjadi,

tetapi hal itu dibatasi hanya sampai pada umur 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini

38 Ibid. hlm. 78.
39 Ibid. hlm. 80.
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ditegaskan didalam pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

yang menyatakan :

Ayat (1) : “Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h,

huruf l, dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda,

setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin anak tersebut harus

menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”

Ayat (2) : “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan

kepada pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”

Ayat (3) : “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3

(tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau

sudah kawin”.

Dalam pasal 6 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,

terdapat dua pengertian, pertama ; dianggap memilih kewarganegaraan

Indonesia. Kedua ; dianggap memilih kewarganegaraan asing. Dua pilihan

tersebut sama-sama mengandung persoalan hukum. Terhadap pilihan pertama,

apakah anggapan secara hukum, anak (orang) tersebut memilih kewarganegaraan

Indonesia, mengikat Negara kewarganegaraan rangkap anak (orang) tersebut. Hal

ini akan tergantung kepada hukum kewarganegraan Negara yang bersangkutan,

atau atas dasar perjanjian bilateral antara Indonesia dan Negara yang

bersangkutan. Salah satu resiko yaitu menyangkut hak dan kewajiban terhadap

Negara yang tidak “mengakui” pelepasan secara sepihak tersebut. Pilihan kedua

juga mengandung persoalan hukum. Pertama; hal tersebut bertentangan dengan

kewajiban melindungi warga Negara dan prinsip tidak member kemudahan

melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Kedua; hukum dan sikap Negara

terhadap kewarganegaraan ganda anak (orang) tersebut.40

40 Ibid. hlm. 83.
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Jadi dalam perkembangan politik hukum kewarganegaraan Indonesia

kewarganegaraan ganda diakui secara terbatas sampai dengan umur 18 tahun atau

sudah kawin. Hal ini dipergunakan dalam rangka memberikan perlindungan

kepada anak yang belum dewasa. Namun perlu adanya pengaturan lebih lanjut

mengenai batasan penggunaan kewarganegaraan ganda terbatas ini karena

didalam Undang-Undang tidak mengatur akibat dari keadaan yang

memungkinkan seseorang tidak memilih salah satu kewarganegaraannya dalam

hal orang tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas.
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BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

.

1. Status hukum kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran

berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak otomatis kehilangan

haknya sebagai Warga Negara Indonesia melainkan ia diberi hak opsi

untuk mempertahankan status kewarganegaraannya sebagai Warga

Negara Indonesia sampai usia 18 tahun atau sudah kawin dan setelah

itu ia diwajibkan memilih salah satu status kewarganegaraannya.

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3

(tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

2. Instrumen hukum terkait status kewarganegaraan anak hasil

perkawinan campuran di Indonesia cukup memberikan jaminan

terhadap anak hasil perkawinan campuran. Seluruh instrument hokum

tersebut dimuat  dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan,

Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik

Indonesia, , dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga

Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda.
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1.1 Saran

1. Dalam kenyataan kita dihadapkan pada perbedaan pandangan dan

keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan

anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah.

Hal lain berkaitan erat dengan latarbelakang pendidikan, kepentingan,

nilai-nilai social kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya

usaha mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat

mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas

dan merata kepada partisipan dengan berbagaicara.

2. Perlusegera di bentuknya peraturan perundang-undangan yang secara

spesik mengatur tentang hak-hak anak kawin campur di Indonesia

sehingga dapat mencegah terjadi berkurang bahkan hilangnya hak-hak

anak hasil kawin campur.
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